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PUTUSAN
Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Sdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1807115612840004, tempat dan tanggal lahir, Skd Baru, 16
Desember 1984, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 1V,
RT013, RW004, Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga
Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,
dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan
pesan praniatil612@gmail.com/ 089685929003.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober

2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa
Khusus  Pengadilan Agama  Sukadana  Nomor
2158/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 05 November 2024,
memberikan kuasa kepada Wahyu Chandra Pranata, S.H.
dan Zaenudin,S.H., pekerjaan Advokat dan Penasihat
Hukum, alamat Jalan Binter Way Jepara, Desa Labuhan
Ratu I, RT014, RWO006, Kecamatan Way Jepara,
Kabupaten Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

wahy2188@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bm Tinggi, 15 Januari 1975, umur 49
(empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP
(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Sukadana Baru, RT013, RW004, Desa Sukadana
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Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur
Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada
tanggal 05 November 2024 dengan register perkara  Nomor
2277/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- istri sah telah menikah
pada hari Minggu Tanggal 04 - Mei - 2008, menikah di hadapan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
Provinsi Lampung sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 163/22/V/2008 tertanggal 09 - 05 - 2008;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar
suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus
Jejaka dengan wali nikah wali nasab dan mas kawin berupa uang
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai;

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
Penggugat di desa Sukadana Barui;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya
suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dengan

identitas:

4.1. Nama : Helend Pratiwi Binti Legino
NIK :1807115903100002
Tempat tanggal lahir : Sukadana Baru, 19-03-2010
Umur : 14 (empat belas) tahun

Sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi

pertengkaran dan percekcokan Januari 2010 penyebabnya adalah:
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6.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar dan tempramen

terhadap Penggugat;

6.2. Tergugat ada dugaan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcokan tersebut terjadi pada
Januari 2022 Penyebabnya adalah masih sama dengan pertengkaran
dan percekcokan pertama yaitu terdapat pada posita point ke 6 (enam)
serta Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

8. Atas peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari
tempat kediaman bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9
(sembilan) bulan lamanya dari Februari 2022 sampai sekarang tanpa
memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin serta tidak ada saling
peduli dan tidak ada saling komunikasi lagi;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah
didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak
berhasil;

10.Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
mempertahankanya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan
Tergugat;

11.Mengabulkan Gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat (Legino bin Maryani) terhadap Penggugat (Praniati binti
Paelan), Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (xx) terhadap penggugat
(xx);

3. Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR
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- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus
tertanggal 27 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda
pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing
telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi
dengan Hakim Mediator Lasifatul Launiyah, S.H. sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan pada tanggal 03
Desember 2024 upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas
sebagian tuntutan hukum/objek, yakni jika perkara ini dilanjutkan hingga diputus
oleh Pengadilan, Para pihak berkomitmen untuk dilakukan dengan baik-baik
dan setelahnya akan menjaga komunikasi dengan baik dan Para Pihak
menyatakan kesepakatan yang dilakukan dalam proses mediasi ini tidak perlu
diakomidir dalam putusan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan
surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak
bias membaca dan menulis maka Tergugat telah memberikan jawaban secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1, 3, 4, 5 dan 8 adalah benar;

- Bahwa posita nomor 2 benar, namun mengenai status Penggugat sebelum
menikah yang benar adalah janda satu anak bukan perawan;

- Bahwa posita nomor 6 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga

Penggugat dan Tergugat masih harmonis sampai dengan gugatan ini
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diajukan satu setangah bulan yang lalu. Benar Tergugat sering marah,

namun masih dalam hal yang wajar dan tidak ada KDRT (Kekerasan Dalam

Rumah Tangga);

- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar tidak ada kejadian apapun di
bulan Januari tahun 20022. Tergugat pergi dari rumah sejak 1,5 tahun yang
lalu (Oktober 2024);

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor
140/365/11/2009/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa
Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung
Timur, tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah di-
nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/01/11/2013 yang aslinya
dikeluarkan oleh KUA Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
Provinsi Lampung, tanggal 14 Januari 2013, bukti surat tersebut
telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti
P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi 1, umur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT013 RWO004, Desa

Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Saksi

adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan
Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat di Sukadana
Baru sampai dengan mereka berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat,
Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Tergugat sering marah-marah
dan berkata kasar pernah juga Penggugat mau dilempar dengan
bongkahan batu dan mengancam Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian sebanyak 2 (dua) kali oleh pihak keluarga Penggugat ,
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan

pertanyaan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Tergugat telah pergi sejak 2 (dua) tahun 9 (Sembilan)

bulan yang lalu;

Saksi 2, xxx, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan lbu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Tambang, RT0000

RWO000, Desa Kunangan Tarik Rantang, Kecamatan Kamang Baru,

Kabupaten Sijunjung Sumatara Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat, di
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bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan
Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama rumah bersama, dekat rumah orang tua
Penggugat di Sukadana Baru sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2010;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat temperamental, Tergugat main
tangan, Tergugat sering berkata kasar, sering marah-marah tanpa
alasan yang jelas, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT);

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah
diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga atau belum;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum

Penggugat memberikan pertanyaan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah

didamaikan oleh keluarga atau tidak;
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- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi, bahkan anak Penggugat
dan Tergugat sering cerita juga kepada anaknya saksi;
Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan
pertanyaan yang pada pokoknya:
- Bahwa benar Tergugat pergi sejak 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan
yang lalu;
Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan
Tergugat menyatakan tidak keberatan;
Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
Bukti Saksi.
Saksi 1, Axxx, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT013, RW004, Desa
Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Saksi
adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan
Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama di Dusun IV, RT013 RWO004, Desa Sukadana
Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik
saja,;
- Bahwa saksi tidak mengetahuai penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat in sudah pisah tempat tinggal
sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat, dan Tergugat pernah
diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga;
Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum
Penggugat memberikan pertanyaan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat,
namun saksi hanya bertemu dengan Tergugat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat diem-
dieman;
Saksi 2, xxx, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Dusun 01, RTO01 RWO0O01, Desa Catur Swako,
Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah saudara
ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil namun saksi kenal
dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda anak
satu dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa lebaran tahun kemarin Penggugat dan Tergugat beserta
keluarga besarnya bersilaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuai penyebab perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi terakhir main ke rumah Penggugat dan Tergugta pada
bulan Agustus dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih satu
rumah;

- Bahwa setelah 17 Agustusan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu
rumah lagi;

- Bahwa saat ini Tergugat diajak ke rumah pamannya untuk kerja
ngunduh kelapa;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum

Penggugat memberikan pertanyaan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai akta cerai atau

tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Penggugat sering berkunjung ke

rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Penggugat sejak 19 November

2024 sebelum sidang pertama di Pengadilan Agama Sukadana;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan
Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya
secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan
tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana
menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara
lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap
pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana
menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;
Kewenangan Mengadili
Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide
penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu
kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka
perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);
Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah
hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang
mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Jabung,
Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan
Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi
kompetensi), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara
a quo (relative competentie);
Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat diwakili oleh
kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasanya dalam hal ini ayah
kandungnya (kuasa insidentil) telah hadir menghadap ke persidangan oleh
karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;
Legal Standing

Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat
dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan
Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat, maka quod est Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a
quo;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal tanggal 27 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada
Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor
2158/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 05 November 2024 ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg juncto Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat)
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dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat
tersebut dapat beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;
Upaya Damai
Upada Damai dan Penasehatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke
persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah
tangganya, quod est Pasal 154 R.Bg. junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai
putusan ini dijatuhkan;
Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan
Mediator, Lasifatul Launiyah, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama
Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 03
Desember 2024 upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas
sebagian tuntutan hukum/objek, yakni jika perkara ini dilanjutkan hingga diputus
oleh Pengadilan, Para pihak berkomitmen untuk dilakukan dengan baik-baik

dan setelahnya akan menjaga komunikasi dengan baik dan Para Pihak
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menyatakan kesepakatan yang dilakukan dalam proses mediasi ini tidak perlu
diakomidir dalam putusan;
Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa mulanya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hamun memasuki bulan
Januari tahun 2010 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah
sering terjadi adanya perselisihnan dan percekcokan yang disebabkan: Tergugat
suka marah-marah, berkata kasar dan tempramen, Tergugat ada dugaan KDRT
(kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat, Bahwa puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
terjadi pada bulan Januari tahun 2022 karena pertengkaran Tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan
Penggugat berpisah, Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Legino bin Maryani)

terhadap penggugat (Praniati binti Paelan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsidair:
- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain
maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para
pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, vyakni perselisihan dan

pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin
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f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan
Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang
menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang
dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat
dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui oleh Tergugat
secara bulat dan murni (aveu pur et simple) atau membenarkan secara tegas
(expressis verbis) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat),
5 (lima) dan 8 (delapan), membantah posita gugatan nomor 6 (enam), 7 (tujuh)
dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat
dan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan
murni (aveu pur et simple) atau membenarkan secara tegas (expressis verbis),
yakni tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum
dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni
(aveu pur et simple) di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya juga
membantah terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini dalil-dalil yang
berkaitan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Beban Pembuktian
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita
gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pernikahan
antara Penggugat dengan Tergugat, dan belum dikaruniai keturunan, maka
quod est Pasal 311 R.Bg., pengakuan di hadapan persidangan memiliki
kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan menentukan
(beslissende bewijskracht), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil
yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi
dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga diakui oleh Tergugat
namun quod est Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil
tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian,
Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada
Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang
kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan
sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,
dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya
perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara
berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka quod est Pasal
283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) yang
berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta
kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang

dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang
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dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara

Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang

dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara

bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga
dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana
dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan
tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan
hiduprukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
quod est Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian
(burden proof) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalii dan
kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing
bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Pembuktian dari Penggugat
Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat
adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti
(P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang
(vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup,
sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan sempurna
(volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Surat
Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya
telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut
relevan dengan perkara a quo dan telah membuktikan bahwa Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif
untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di
atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara a quo dan telah
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri

yang sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2008, dan telah dicatatkan
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pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten

Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu Sulastini
binti Sukisno sebagai ibu kandung Penggugat dan Yuni Puspitasari binti
Ahmad Jaunaidi sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang
terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal
1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara
sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal
171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar,
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3
(tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT
terhadap Penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Tergugat
sering marah-marah dan berkata kasar pernah juga Penggugat mau
dilempar dengan bongkahan batu dan mengancam Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 9
(sembilan) bulan;

3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi
Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah
disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.
juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi
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pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3
(tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental,
Tergugat main tangan, Tergugat sering berkata kasar, sering marah-
marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat melakukan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT);

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun
9 (Sembilan) bulan yang lalu;

3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai,
akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah
disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.
juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi
kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana
uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan
orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki
konflik kepentingan (conflic of interest) dengan perkara a quo, menyaksikan
hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan
saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang
mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan
pembuktian saksi yang bersifat bebas (vrij bewijskracht), quod est Pasal 309
R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim
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berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut
dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan
Tergugat sejak 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut
dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut
merupakan indikasi yang kuat (garinah) bahwa sebelumnya telah didahului
dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumabh,
yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila
serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak
ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
quod est Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian
(burden proof) kepada Tergugat guna membuktikan dalil-dalil bantahannya dan
kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan kualifikasi
pengakuannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke
hadapan persidangan yaitu , A. Rahman bin Jangg sebagai tetangga Tergugat
dan Arifin bin Jabar sebagai sodara ipat Tergugat masing-masing sebagai
tetangga Tergugat, yang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan
sebagai berikut:

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah sodara Ipar
dan saksi kedua adalah tetangga Tergugat. Saksi tersebut bukanlah orang
yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto
Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing
secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide:
Pasal 171 R.Bg.) dan dibawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal
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1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah
disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.
juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi
pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar,
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

2. Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat masih baik-baik saja;

3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8
(delapan) bulan yang lalu dan saat ini Tergugat tinggal bersama pamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi-saksi yang diajukan oleh
Tergugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana
uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan
orang yang dekat dan kenal dengan Tergugat dan Penggugat, tidak memiliki
konflik kepentingan (conflic of interest) dengan perkara a quo, menyaksikan
hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dan keterangan saksi
tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti
dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian
saksi yang bersifat bebas (vrij bewijskracht), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto
Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat
bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai
sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat telah
ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat telah berpisah
rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 2 tahun 9 (sembilan) bulan

yang lalu, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga
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Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum
(recht gevolg) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,
sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus
dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan
dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 299 K/Ag/2003,
tanggal 08 Juni 2005, yaitu “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa
cerai talak (in casu) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu
harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut
dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut
merupakan indikasi yang kuat (qarinah) bahwa sebelumnya telah didahului
dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah,
yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Tergugat dengan Penggugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila
serta merta antara Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah apabila tidak
ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
3405 K/Pdt/1983, bahwa “Apabila ternyata terdapat saling persesuaian
antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu
menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan
menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan
saling kaitannya secara menyeluruh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
dari persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat telah
terbukti fakta kejadian bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun 9 (sembilan)
bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah pamannya, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan
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dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan

(tahlilu al-niza’) dalam perkara a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam

bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Mei 2008,
yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersamadi rumah Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang
mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 9
(sembilan) bulan yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat melakukan
KDRT terhadap Penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat,
Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;
Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat
0 Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab
kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

[0 Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)

yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
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terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum
sebagai berikut;
Pertimbangan Syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

a. Surat Ar—Rgm, ay;at 21:
P cal Ally 3 ) 28255 5355 K55 e ) 580 831 il G2 &1 G2 O 4z
G %8
Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;
b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu

Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

ANpady ppad
Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);
c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan

Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

Lo Jsam Lagituhs (8 Lad (a5 Lgdlial (o B pmaad) gl 93 daa s ¥ Ly 9300 ) i) A 30 ) 1)

ale Lgalh Lagls 23U (8 (il Jas g L) g3 ) 1B 4y Ly (Bl (pualil) (pa il )

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya
suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang
menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan
rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut
boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan
dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan
hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim
menceraikan keduanya dengan talak ba’in.

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;
Gl G g ha Vg el 4 adly alg dsa gl Blad) bl cpa (Ul allii M) Ud) o8

9 .25al Gy a3l aal e aSay (o slina ) aiud) Y gy s O Buga dua g3l Akl
Al 79 LTS

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak
bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan
suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan
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berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang
berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan
dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dengan indikator saling mendiamkan dan berpisah rumah sekurang-
kurangnya sejak 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan yang lalu, serta tidak pernah
kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi
demikian telah menimbulkan kesulitan (masyaggah) bagi Penggugat untuk
melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan
akan terjadinya perceraian dalam perkara a quo setidak-tidaknya telah
dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir
untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga
yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi
kemudaratan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan
Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan
oleh Allah S.\W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk
membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa
rahmah;
Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis, bahwa Penggugat
telah ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta
dari kedua keluarga, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian
adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi
memperbaiki rumah tangga keduanya;
Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan
Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat
perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka
dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai

perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), sehingga kondisi rumah
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tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan
kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah
mengalami broken marriage (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun
perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari
halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta
menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata
dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi
indikator broken marriage sehingga perceraian dapat dibenarkan. (vide
Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04
Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum
Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan memenuhi alasan-alasan
perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di
antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) UU
Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) KHI adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998,
bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana
ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan
tersebut terdapat dalam fakta hukum perkara ini sehingga cukup untuk
beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 19757

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap
hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan
kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang
sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Rl Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa,
"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan
atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat
adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat
dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di
atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi
keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran,
sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai
bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal
mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa
hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sehingga fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri
(terpisah) yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran
yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu

lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan
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perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai
pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Penggugat
dengan Tergugat komunikasi antara keduanya sudah tidak sejalan dan seirama
lagi layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis. Dan pada sisi lain,
Penggugat dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah
menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan
Tergugat. Fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat
dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken
marriage). Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling
memiliki personal care and attention based on love and respect (perhatian dan
kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus
menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakukan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak
berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami
isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim
menilai bahwa dalam perkara a quo indikator rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) telah terpenuhi dan terbukii;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf
C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan

“‘menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2
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dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai
berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat
6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat
melakukan KDRT".",

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam fakta di persidangan bahwa
telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan
penelantaran rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat
sehingga mengakibatkan keengganan Penggugat untuk rukun kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat. Hal mana kekerasan di dalam rumah
tangga tersebut tidak dapat dibenarkan apapun alasannya, hal ini sejalan
dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang
dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis,
c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah sesuai
dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang

“

menyatakan ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat
melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang,

adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun
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Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di
atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim
kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara contradictoir, maka
petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;
Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengutip dalil syari yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

OSal Laa ) (@ S 13 A3 43 Y) Jgn Y sl oY ¢l (Dl (SN il dAad gy o3 (G
2l ) Bagad) g Bandl (B BT sall daal pa (e g3
Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan
pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan hanya
bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila
talak yang dijatuhkan adalah talak rajli, maka tentu
dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,
dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi

kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah talak bain shugra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat

(xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 23 Desember
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah,
oleh kami, Khatimatus Sa’adah, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Rifgiyatunnisa, S.H.l., M.H. dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi dan Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Tergugat;
Ketua Majelis
Khatimatus Saadah, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Rifgiyatunnisa, S.H.l.,, M.H. Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti
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Jhoni Firmansyah, S.H.
Perincian biaya
1. PNBP ‘Rp 60.000,00

2. Proses ‘Rp 75.000,00
3. Panggilan 'Rp 16.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).
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